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TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NoMoR6TAHUN20IITENTANGPAJAKREKLAME

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan. Daerah Kabupaten

Crnrng tvtai Nomor 06 Tahun 2011 tentang Paiak reklame dalam

Lembalan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2A11, maka untuk

perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya ;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A02 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a180);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20A2 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oa4
Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437);



7.

8.

L

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang Perimbangan

Keuanlan antira Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 126,

iambahan temtaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438\;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribuli Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

504e);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peratuian Peiundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndsnesia Tahun 2AA4 Nomor 53 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5234\;

Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(LembJran illegara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 6,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2A10 tentang Jenis Pajak

Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau

Dibayar SenOiri Oieh Wajib Paiak (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Femerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Gunung Mas;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2910

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung

Mas;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011

tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gunung Mas;

S. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpaiakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

7. Badan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang ildak melakukan usaha yang meliputi perseroan

{erbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi lainnya, Iembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetaP.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame--

10. Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya SPTPD adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghrlungan dan/atau pembayaran pajak,
obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peratu ran peru ndang-u ndangan perpajakan daerah.

12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang dituniuk sleh BuBati,

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrative dan jumlah paiak yang masih harus dibayar'

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jurntah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.



16. surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Taambahan yang selanjutnya

disingkat srpoker adarah ,rrri'["I"lZpan pajak yang menentukan tambahan atas

jumtitr pajak yang telah ditetapkan'

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selaniutnya sKPDN.adalah surat ketetapan

pajak yung ]nJn"nt["n jumlah p;j;[ *ri''1 besarnya dengan iumlah kredit pajak atau

'paiar iiar[ terutang oan iidak ada kredit pajak'

18. surat Tagihan Fajak'Daerah. yang selanluJnyl disingkat ST'PD adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak Oanlaia, 
"suntori idrinittt"si6erupa bunga dan/atau denda'

19. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintag menentukan jumlah pajak sama besarnya

dengan ;umhn fredit pajak ,t.u pri& tiOif terutang dan tidak ada kredit paiak'

(1)

(z',)

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Rektame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame '

Pasal 3

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame'

Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan seienisnya;.

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat, stiker;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f . Reklame udara;

g. Reklame apung;

h. Reklame suara;

i. Reklame film/slide; dan

j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk objek paiak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat
U5ana atau profesi cliselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama
pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Femerintah Daerah,



Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadiatau badan yang menggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau
badan, waiib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
menjadi wajib pajak reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHTTUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasakan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, iumlah dan
ukuran media reklame:

(4) Dalam hal nilai $ewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak diketahui
danlatau diangggp tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Nilai . Sewa Reklame sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

Contoh:

NSR = NSL x Ukuran Media Reklame x Lama Pemasangan x Harga Satuan Reklame

NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nitai Ketinggian

Keterangan :

NSR = NilaiSewa Reklame

NSL = Nilai Strategis Lokasi

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame beserta Contoh Perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 a/o (dua puluh pelsen).



Pasal 7

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal I

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAKIPENETAPAN

Pasal 9

(1) Pemasangan Reklame yang sifatnya permanen, dikenakan paiak dengan Masa Pajak
1 (Satu) bulan kalender.

(2) Pemasangan reklame sifatnya insidentil, dikenakan pajak dengan Masa Pajak sesuai
yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.

Pasal 10

Saat Pajak Reklame terutang terjadi sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Pasal 1l

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasai i2
(1) Setiap wajib pajak wajib melaporkan data objek dan subjek pajak reklame.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya Lima ( 5 ) harikerja sebelum pemasangan
reklame.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

ii



BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal {3

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan S(pD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
karcis atau nota perhitungan.

(4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenatian sanksi
administratif sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD.

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan untuk [afing lama
15 (lima belas) bulan sejak terutang pajak,

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dan ditagih
melalui STPD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal {5

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau tunas,

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam iangka waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberkan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, serta penagihan pajak diatur dengan peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar sleh
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

{2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib
pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
da*am penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karera kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib
pajak kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-tambatnya 30 (tiga putuh)
hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan
alasan yang jelas.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. sudah harus membefkan keputusan-
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(4) Apabila setelah lewat wal<tu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohoriah
pembetulan, pembataian, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan,

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal {9

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk
terhadap pelaksanaan penagihan yang didasarkan kepada :

a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara
tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 5 ltigay bulan
sejak tanggal SKPD, SKPDKB,SKPDKBT dan STPD diterimJobh wajib pajat , kecuali
apabila waiib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak aapit dipenuhi
,karena ke- adaan diluar ke-kuasaannya -

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
diterima wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas( bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), bupati atau peiabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusannya, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Fengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 20

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak datam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keprfrusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
rnembayar pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 1g atau banding
sebagaimana dimaksud Pasal ZO dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihai
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar Z sla (dua
persen) sebulan untuk waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan
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BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal22

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu pallng lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib sudah memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilampaui bupati atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, bupati memberikan imbalan bunga sebesar
2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 23

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 22 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KEDALUARSA

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampui jangka
waku 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib
paiak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsuflg nm$pun tldak tangsung.

(3) Datam hat diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2i huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung seiak tangigal pe*yarnpaian Surat
Paksa tersebut.



(4)

(5)

1.1.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh wajib Pajak

Pasal 25

(1) Piutang pajak yang telah mangkir ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaiuarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan
Peraturan bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. rnenerima, mencari, mengumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangn mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah ;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseomng meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat perneriksaan sedang berlangsurlg dan rnerneriksa identitas
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
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i. memangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daeiah 
- 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) penyidk sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan meny"rplikrn hasil penyidikannya kepad.a Penuntut Umum melalui Penyidik

pejabat nbfisi'1legara Repuntik-lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak Melaksanakan kewajibannya sehingga

.neiugikrh teuarigan Daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan talau pidana denda paling banyak (dua) kalijumlah paiak yang terutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaia tidak melaksanakan kewaiibannya sehingga

meiugikan teuangan DJerah dapat dipidana dengan pidana f{ara paling lama 2
(dua)1ahu n danlitau pidana denda pating banyak 4 (empat) kali .iumlah paiak yang

terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampauijangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak.

Pasal 29

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasai 26 ayal
(1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayal (2), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.
1 0.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

Tuntutan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib
Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal {1) dan ayat(Z} dan Pasal29 ayat (1)

dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara'

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2AA7

tenftng perubahan Peraturan Daerah Kabupaten. Gunung Mas Nomor 08 Tahun zAC4

tentan{pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini . sepanjang mengenai

pelaksanaanriya, akan diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal Diundangkan. Agar setiap gra|t9

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan Kuala Kurun
Pada I { ynaraL 2012

UNUNG MAS,

BINTIH
Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal W metrol

SEKRETARIS DAERAH
ATEN GUNUNG MAS,

2012

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR



i

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 4 TAHUN 2412

TANGGAL q waYat 2A12

TENTANG PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG ftTAS NOMOR 6 TAHUN 24fi
TENTANG PAJAK REKLAME

Perhitungan Indeks Untuk Masing-Masing
Indikator Nilai Strategis Lokasi

No. Kawasan
Skor lndeks

Sudut
Pandang Skor [r+

deks

Lebar
Jalan (m) Skor

ln.
deks

Keting-
Gian (m) Skor ln-

deks
B(>bot 30% 3O Yo 20 Yo 20%

1.
Kawasan
Perniagaan

10 3,0 Persimpangan 6 10 3,0
Diatas
226,66

10 2,0 0-5 10 2,0

2.
Kawasan
Taman Kota I 2,7 Persimpangan 4 8 2,4 23,6 -26 I 1,8 5,6 - {0 8 1,6

3.
Kawasan

Rekreasi
8 2,4 Persimpangan 3 6 {,8 20,0 -23 I 't,6 10,5 - 15 6 1,2

4.
Kawasah

Pemukiman 7 2,',| Jalan 2 arah 4 1,2 17,5 - 20 7 1,4 15,5 - 20 4 0,8

5.

Kawasan

Sarana

lPrasarana

Umum

5 1,8 Jalan 1 arah 2 0,6 14,5 - 17 6 112 Diatas 20 2 0,4

6.
Kawasan

lndustri 5 1,5 11,5 - 74 5 1,0

7.

Kawasan

Pelayanan

Publik
4 1,2 8,5 - 11 4 0,8

8.
Kawasan

Perkantoran 3 0,9 5,5-8 3 0.6

9.
Kawasan

Pendidikan
2 0.8 2,4-a 2 o14

10.
Kawasan

LainJain 1 0,3 o-2 1 o,2



ii

Ukuran / Satrran Media Reklame, BatasfMasa
Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame

M2

M2
M2
tr/t2

M2

M2
M2

M2
Iu2
M2

Per 100 lembar

Per lfi) lembar

[t2

Per buah

Per huah

Per buah

Prybqqtt

500.000,-
1.000.000,-
2.000.000,-
2,500,000,-
1.500.000,-
1.000.000,-

500.000,-

2.500,-
2.500,-
3.000,-

25.000,-

25.000,-

150.000,-

500.000,-

100.000,-

100.000,-

100.000,-

Reklam,e Papan
a. Midi Billboard (ukuran s.d 6 m2)
b. Billboard (ukuran diatas 6 m2)
c. Megatron
d- l/ideotoon
e. Dynamic well
f. Bando
g- Neon Sign I Neon Box

Reklame Kain/PlastiklMika
l) Spanduk
2) Umbul-umbul
3) Baliho

Reklame Selebaran

Reklame lrlelekat (sfi ker)

Reklame Berjalan

Reklame Udara

Reklame Suara

Reklame Peragaan

Beklame Fitm lSlide

I tahun
I hhun
JenisTayangan/{ tahun
JerisTayaganJ{ lahun
JenisTayanganlltahun
{ tahun
I tahun

t hart
I hari
t harl

1 kali

I kali

{ tahun

1 bulan

I hari

t hari

t hari

No- Jenis Reklame

Lrt(trtd, t ,
Satuan
Media
Reklame

Harga
Satuan

{Rp}

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8

o

2.



iii

Mv?wbrih*n4o*w
PAJAIL REIiLAME 

"ortlZ5 
%,

rReklam*l"nirritlb*rddipr.*gkanpadaBhtsendiridiialanxyangmerupakan
kawasan perniagaan, dengan sudui p"ndung 2 arah, Iebar ialan 10 m, dengan ketinggian

L0 m dari Permukaantanah;
. Ukuran reklame seluas L6mz, dengan ianglg waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun;

o Tarif reklame sebesar Rp' 1'000'096,- per M2 ;

r Berapa besarnya paiak relame terutallg terhadap reklame tersebut "'???

Nilai Strategis Lokasi :

r Nilai Kawasan
(Kawasan niaga) : 3,0

o Sudut pandang 2 arah " 
1,2

r Lebarialan[lebar15meter) " 
1,2

o Ketinggtan [10 m drtanah)
NSt:3,O + !,2+ t,2+ L,6 =7,O

:7,4
r16M2
: 1 [satuJ thn

: 1,6 Nilai Sewa Reklame :

- Nilai Strategis tokasi
- Ukuran Reklame
- Jangka Waktu Pemasangan
- Tarif Reklame: RP.1000.000

NSR : 7,0x L6 M2x 1 x 1'000.000 = Rp. 112.000.000,- Thn

Pajak Reklame Terutang :

, 25 o/o x Rp.112.000.000,-
. Rp.2.800.000,-
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